
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR    \7  TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEIANJA DAERAI.I TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI TANA TORAiJA,

Menimbang:    bahwa    untuk    melaksanakan    ketentuan    pasal     18
Peraturan    Daerah    Nomor    4    Tahun    2024    tentang
Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Taliun   Anggaran   2024,   perlu   menetapkan   Peraturan
Bupati   Tana   Toraja   tentang   Penjabaran   Perubahan
Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    Tahun

*     Anggaran       2024       sebagai       landasan      operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat     :    1.   Pasal    18   ayat   (6)   Undang-Undang   Dasar   Negara
Republik Indonesia Tchun 1945;

2.   Undang-Undang   Nomor   29    Tahun    1959    tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Tingkat  11  di  Sulawesi

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1959
Nomor   74,   Tarnbahan   I.embaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 1822) ;

3.   Undang-Undang   Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2020    Nomor    244,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
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sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja
menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia    Tahun    2023     Nomor    41,     Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2019     Nomor     42,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6322) ;

5.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

6.   Peraturan  Menteri  Dalam   Negeri  Nomor  77  Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

7.   Peraturan   Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   15   Tahun
2023     tentang     Pedoman     Penyusunan     Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran
2024  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2023
Nomor 799);

8.   Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  6  Tahun  2024
tentang    Rincian    Dana    Bagi    Hasil    Cukal    Hasil
Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota
Tahun    Anggaran    2024    (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);

9.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tana  Toraja  Nomor  4
Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2024  (Berita
Daerah Tahun 2024 Nomor 4).
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MEquTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN       BUPATI       TANA       TORAJA       TENTANG

PENJABARAN    PERUBAHAN    ANGGARAN    PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.   Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
2.   Pemerintah   Daerah   adalah   Bupati   sebagai   unsur   penyelenggara

pemerintahan    daerah    yang    memimpin     pelaksanaan     urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.   Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh   Pemerintah   Daerah   dan   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia   sebagaimana   dinaksud   dalam   Undang-Undang   Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  yang
dibalas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturari daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah,  belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.

Pasal 3

Anggaran     pendapatan      daerah     semula     direncanakan      sebesar
Rpl.±94.425`657.000,00    (sate  triELn  seratus   sembtlan  puluh  empat
mitidr empat rates dua puhah I:ina juta erLam rafus I:i,rna pu,hah tufroh Ttbu
rLipfcih/,  berkurang  sebesar  Rp5.503.876.348,42  (Zima  m{Z{ar  Zima  rrfuts
tiga juta dehapan ra:fas  tirfuh puhih enam r{:bu tiga rafus  empat  pwhlh
dezapcm   mphah   errapat  pzfhah   dra   serL/,   sehingga   menjadi   sebesar
Rpl.188.921.780.651,58   (sate   tr#fun  sercrfus   dezapan  prhah  c!ezapan
rwiha;r sernbha;n ndus dua puluh sa:tw juta tujLth rafus delapan puluh ri:bu
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enam  rafus  tiiun  pulirh  satu  rupin:h  tt:rna  pul:uh  delapa.n  sen),  yang
bersumber darn:
a.   pendapatan add daerah;
b.   pendapatan transfer; dan
c.   lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)  Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
a  semula  direncanakan  sebesar Rpl25.616.421.000,00  /serofus dtta

pu,hah lima mtlinr era;in rafus erbam belas juta eTrapat rafus cZ;ua puluh
safe n.bzt rxp{.czh/,  bertambah  sebesar Rp 103.450.543,00  (sertzt(ts t€gcz

juta empat rafus l;ina pulu:h ribu tt:rna ratus empat prulu.h tiga rapiah),
sehingga menjadi  sebesar Rpl25.719.871.543,00  (sertzfus dra prhah
tina twikia;r tu.givi:h rafts semrman behas juta detapa;n ratus tugiv:h puluh
safe ribu tina ratus empat puluh tiga rupiah), yang teTdhi altELs..
a.  pajak daerah;
b.  retribusi daerah;
c.  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d.  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)  Pajak   daerah   sebagalmana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   a
direncanakan  sebesar  Rp22.000.000.000,00   /drci  ptthah  drcz  m#£ar
rapicth).

(3)  Retribusi   daerah   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  b
semula direncanakan sebesar Rp 12.577.913.000,00  /t!tta bezas m#Zc!r
I:i;rna rafus tlrfu:h puluh tirfu:h juta semhilan rafuLs tiga belas riha. ru;piah)

bertambah sebesar Rp70.500.077 .000 ,00 (twiiuh puluh nvilidr tina ratus

juta   tlrfu:h   puluh   tu!ju:h   ribu   rupidh)   sehingg/a   meriiadi   sebesar
Rp83.077 .990.000 ,00 (detapan pruhah tiga mflrdT twgivh puluh tuf uh juta
semhi:len rafus semhi;lan puhih T{bu rupwh).

(4)  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  sebagainana
dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  c   semula  direncanakan   sebesar
Rp7.GOO.000.000,OO  (turf uh mflier tiga  rafus juta  rupiah),  bertambah
sebesar  Rpl03.450.543,OO  (seratrts  tt.ga givta  erxpat  rtrfus  Zi.rna prhah

ribu  I;ina ratus  empat puluh tiga  rupiah),  sehingga menjardl  sebesELr
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Rp7.403.450.543,00  (tirfuh mtlwir empat  ratus  tiga juta  empat  ratus
tt:maprutuhri:bul;i;maratrsempatpulwhtigarupidJQ.

(5)  Lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  sebagainana  dimaksud
pada     ayat      (1)      huruf     d      semula     direncanakan      sebesar
F\p83.738.508.000 ,00 (deidpan puluh tiga rhiltar tu!ju:h ratus tiga puluh
dezapan fu±a tina ratus  delapan ribu rapiah) bet:lnirang sebesar  Rp
Rp70.500.077.000,00  (turf u:h puluh rmflar ti:rna ratus juta tu±juh puluh
fugivh  n.ha  "p{a7i/  sehingga  menjadi  sebesar  Rpl3.238.431.000,00.
(tiga belas mitinr dua rafus tiga puluh detapan juta ermpat rafus tiga
pruluh safe ribu rapiah).

Pasal 5

( 1)  Anggaran pajak daerah sebagainana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
direncanakan  sebesar  Rp22.000.000.000,00   /drcl  j7tthah  c!tta  mt.Z{ar

"pt.aJi/, yang terdiri atas:
a.   pajak hotel;
b.   pajak restoran;
c.   pajak reklane;
d.   pajak penerangan jalan;
e.   pajak parkir;
f.    pajak mineral bukan logam dan batuan;

9.   pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
h.   bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan

(2)  Pajak    hotel    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a
direncanakan  sebesar  Rp350.675.000,00  /tryci  rafus  Zzrma plthah jtta
enam rafus tu.giv:h puluh tina ribu ru;pink).

(3)  Pajak   restoran   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   b
direncanakan sebesar Rp2.735.586.000,00 /dtta m!har fujith rafus tier

puluh tina juta I;ira rafus delapan puluh ena.in ribu rupiah).
(4)  Pajak   hiburan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   c

direncanakan sebesar Rp 1 0.000.000,00 (sepuzzthjtfa "p{.aft).

(5)  Pajak   reklame   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   c
direncanakan sebesar Rpl.320.469`000,00 /safu 7ndjar *ga ratrs dra

puluh f rita empat rafts era;in puhih semhilan ri:bu. rupwh).
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(6)  Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d
direncanakan sebesar Rp6.533.270.000,00 /enam mHt.ar Zi.rna rates tr.ga

puhih tiga fu:ha ctua rafus tugiv:h pul:uh r{bu ru;pinh).
(7)  Pajak   parldr   sebagaimana   dinaksud   pada   ayat   (1)    huruf   e,

direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Zt.rna ptthahjtfa "pt.aft).

(8)  Pajak ndneral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rpl.500.000.000,00 /sc[fu mi.Zfar
li,rna rafus juta rupidh).

(9)  Pajak   Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan   Perkotaan   (PBBP2)
sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1)  huruf g direncanakan sebesar
Rp7 .000 .000 .000 ,00 (twrfuh rwillar "piah).

(10)  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagalmana
dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    h,     direncanakari     sebesar
Rp2 .500 .000 .000 ,00 (dua milinr ttrria ratus juta rapidh).

Pasal 6

(1)  Anggaran  retribusi  daerah  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  4
huruf b  semula direncanakan  sebesar Rpl2.577.913.000  /dtta bezas
rna:ha;r I:inn rafurs tugiv:h pu,hah tugiv:h juta semhilan ratus tiga belas ribu

rupiah) bectam:bah  sebesar  Rp70.500.077.000,00  (twgivh puluh  milier
I;ina ratus juta tirfu:h pu,hah tirfu:h T{bu rapiah) sehingg;a rn!en3t~di se:besar
F±p83 .077 .990 .000 ,00 (delapan pulu.h tiga rrdiiar tugivh pu,hah tugivh juta
sernhilan ratus sembtlan puhoh ribu rupiah,), yang terd±ri e\fas..
a.   retribusijasa umum;
b.   retribusijasa usaha; dan
c.   retribusi perizinan tertentu.

(2)  Retribusi jasa umum  sebagalmana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf a
semula  direncanakan  sebesar  Rp2.397.982.000,00   /dtAci  m€Zhar  tt.ga
ratus semhilan pnduh tu.ju:h juta semhilan rchrs delapan puhih d;ua ri:bu
rapiah) bertambah  sebesaLr  Rp70.402.858.000,00  (twgivh puluh  mitidr
empat rcrfurs dun, juta delapan rafts tt:rna puluh delapan ribu ru:pink)
sehingga   menjadi   sebesar   Rp72.800.840.000,00   /fugivh  prhah  c!un
milin;r deidpan rchrs juta dehapan ratus empat puha:h ri;bu ru;pidh).
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(3)  Retribusi jasa usaha  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf b
semula  direncanakan  sebesar  Rp9.565.931.000,00  /sembHan  rrdzi.ar
tina rchis e:nn;in puluh ttma juta semREan rafus tiga pnduh safu. r{ha.
"pt.ah/ berkurang sebesar Rpl.388.781.000,00  /scrfu mtlhar trya rtrfus
dezapan pu.hah delapan juta tirfu:h ratus deidpan pu,hah satu T{ha ru:piah,)
sehingga menjadi sebesar Rp8.177.150.000,00 /dezqpan mi.Zfar serafus

tu,ju:h puhih tu;ju:h juta serafus ttma pu.hah r{bu ru:piah).

(4)  Retribusi  perizinan  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf c semula direncanakan sebesar Rp614.000.000,00 /enam rofus
erxpclt bezas givta "pfah/ bertambah sebesar Rp 1.486.000.000,00 /safu
mi.lint empat ratus delapan puhah enarn juta rapiah) sehingga rn!enjeudi
sebesar Rp2 .loo .000 .000 ,00 (dua rwiliar seratus futa rupich).

Pasal 7

(2)  Anggaran  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  c   semula  direncanakan   sebesar
F±p83.736.508.000 ,00 (delapan puhah tiga miHar tugivh rafus tiga puhah
enam  juta   i:ina   rafus   dctapan   ribu   rupiah)  berkurang   sebesar
RDr70.500.077.000,00  (turf uh puhah rrilinr ttTn,a ratus juta tu,giv:h puhah

fujzth  n.rfut  "phah/,   sehingga  menjadi  sebesar  Rpl3.238.431.000,00

(Sga behas ndlim. dua rafus tiga puluh delapan juta empat ra;fas tiga
puluh safu ribu rupiah), yang terdiri alas..
a.   hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b.   hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
c.   jasa giro;
d.   pendapatan bunga;
e.   penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
f.    pendapatan dari pengembalian; dan

9.   pendapatan BLUD.
(3)  Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp500.000.000,00
puma rafus juta rupiah).
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(4)  Hasil    pemanfaatan    BMD   yang   tidak   dipisahhan    sebagaimana
dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    b,     direncanakan     sebesar
Rpl 55 .000 .000 ,00 \seratus tirra piuluh tina juta napidh).

(5)  Jasa  giro  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  c   semula
direncanakan  sebesar  Rp4.500.000.000,00  /empat  mt.Z!.ar  Zi.mtz  7itzfus

juta  rupiah)  beckurang  sebesar  Rp700.000.000,00  (tu±juh  ratus juta
7t{pz.ah/  sehingga   menjadi   sebesar   Rp3.800.000.000,00   /tr.gcz   mi.Zz.ar

delapan rafus juta rupiah).

(6)  Pendapatan  bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d
semula  direncanakan  sebesar  Rp2.500.000.000,00  /ducz  m#har  Zi.mcz

ratus juta rupiah) beitam:bah sebesar Rp3.500.000.000 ,00  (tiga mtliar
Zjmtz rttfus ritfa rttpz.aft/ sehingga menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00

(enam rrLi;hiar rapid7tb .

(7)  Penerimaan    atas    tuntutan    ganti    kerugian    keuangan    daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf e,  semula direncanakan
sebesar  Rp5.000.000.000,00  puma  m#{ar  "phah/  berkurang  sebesar
Rp3.110.508.000,00   (tiga  ndlidr   serafus   sepuluh  juta  I.ina  rates
czezapcm  riha  "p{aJt)  sehingga  menjadi  sebesar  Rpl.889.492.000,00

(safe rnd:ha;r derdpan rahi.s  delapan puluh sembtlan juta empat rafus
sembilan puhih dua ribu rapiah).

(8)  Pendapatan dari pengembalian sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf   f   semula   direncanakan   sebesar   RpO,00   (nd7viz)   bertambah
setoesar Rp263.738.000,00,OO  |dua ratus  eun:in puluh tiga juta tlyuh
rafus   tkya  pzthah  dezqpan   rizm   "phafty   sehingga   menjadi   sebesar
Rp263.738.000,00,00 (dua rates erram pru,hah tiga juta tugivJ:h ratus tiga

puhih delapan ribu rapialQ .
e.   Pendapatan  BLUD  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  g

semula direncanahan sebesar Rp71.083.508.000,00  /fujzth pzthah scrfu
rnd:lid;r   dalapan  puluh  tiga  juta   ti;rna   rates   delapan  ribu   ru:pin:h)
beckurang sebesar Rp70.500.077 .000 ,00 (twgivh puluh whhar tina ratus

juta   tugivh   puhih   tugivh   ribu   rupidh)   seHingg;a   rmeniedi   sebesar
Rp583.431.000,00 I tina ratus deidpan pruluh tiga juta empat ratus tiga

puluh sci;fu ribu rupiah).



-9-

Pasal 8

(1)  Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf  b
semula direncanakan   sebesar   Rpl.051.387.236.000,00  /satL. trl.Zfun

1;i;rna puluh satu Twi;ha;r tiga rafus debapan puhih tujuh juta dua rafus tiga

puhah ermm rfbu "phah/ berkurang sebesar Rp5.359.638.454,00 ¢{mcl
miha;r  tiga  rafus  ti;rna  puhih  semhilexL juta  enan,  rafus  tiga  puluh
dckxpan ribu empat rafus tt:rna puhah ernpat in:pinh), sehing8a rmenje.di
sebesar Rpl.046.027.597.546,00 (safe trHdrri empat ptt!tth enam mt.Zi.ar

dua pulirh tu.±fu:h juta I.i,rna rafus sembtlan pwhih tu!ju:h ri:bu I:ina ratus
empat pu.hah ertam rupiah), yang terdiri alas..
a,   pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.   pendapatan transfer antar daerah.

(5)  Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp990.847.218.000,00

(semhilcm rafus semhi.lan putuh rrihiar deidpcm rafus empat puluh tufu:h
juta   dua   ratus   delapan   balas   ribu   rupiah)  beckuran8   sebesar
Etry9.019.L95.677,00   (sem,btlan   in;itinr   sem,bha;n   beids  froa   serafus
semhi:lan puhih ttma ribu erl,ci.in rafus tugivJ:h piuluh tu,giv:h rupiah) sehiingg/a
menjadi sebesar Rp981.828.022.323,00 /sembHcm rafus dezapan prha7i
scrfuL mi:I;inr detopan rcthis dua puluh delapcm fu:to dua puluh dua ribu
tiga rafus dua puluh tiga ru;pidh}, yang terdiri dart..
a.   dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
b.   dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
c.   dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
d.   dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik; dan
e.   dana insentif daerah; dan
f.    danadesa.

(6)  Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud
pada     ayat     (2)      huruf     a     semula     direncanakan      sebesar
Rpl 1.906.109 .000,00 (sebeles mitidr sembtlan rafus era;in juta serafus
sembz.Zan n.ha "p{.ah/ bertambah sebesar Rp256.881.000,00 /dttcz rtlfus
1;i;rna puhah erbam juta delapan rafus  deidpan pruluh sa:fu ri:bu ru:pidh)
sehingga  menjadi   sebesar   Rpl2.162.990.000,00   /dtta  bezas   ndzhar
seratrs  ertam  piuluh  dua juta  sembha;n  rates  sembha;n  puluh  ri:bu
rupiaHb.
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(7)  Dana   Transfer   Umum-Dana   Alokasi   Umum   (DAU)   sebagaimana
dimaksud     pada     ayat     (2)     huruf    b     direncanakan     sebesar
Rp604.549.358.000,00   /enam  ratus  erxpaf  mHhar  Z{ma  rutlts  expat

puluh semhilan juta tiga rahLs tina puluh delapan r{bu rapich).
(8)  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana

dimaksud     pada     ayat     (2)     huruf    c     direncanakan     sebesar
Rpl03.104.361.000,00   /sertzttts  tfga  nth.ar  semafus  empat jLtfa  t±.gr

ratus encLm puluh satu ri;bu ru:pidh).

(9)  Dana   Transfer   Khusus-Dana   Alokasi   Khusus   (DAK)    Non   Fisik
sebagaimana dimaksud  pada ayat (2)  huruf d semula direncanakan
sebesar   Rpl71.082.577.000,00    /serotrs   fujtth   prztth   safu   mi.Zfar
dalapan  puluh  dua  juta  1;ina  rafus  tirfu:h  pu.hah  tirfu:h  ribu.  ru:piah)
bel.kurang  sebesar  Rp9.276.076.677,00   (semb{.Zari  m€Zi.ar  drcz  ratrrs

tu,juh puhih er.am juta tugiv:h puhah era;in ribu eram rcrfus tu,giv:h pu,hah
fujuh    "phaJt)    sehingga    menjadi    sebesar    Rpl61.806.500.323,00

{seratus erram puluh safu, irdiin;r dctapan ratu.s enam juta ttma rafus
ribu tiga rafus dua puluh tiga ru;pinTO .

(10)  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  f  semula
direncariakan sebesar Rpl00.204.813.000,00 /sertzfus mizfar dtta ratus
empat juta delapan rafus tiga belas ribu rupidh).

Pasal 9

(1)  Pendapatan  transfer  antar  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal     8     ayat    (1)    huruf    b    semula    direncanakan    sebesar
Rp60.540.0±8.000,00  (enam pu.hah rndiar I,ina ratus empat puluh juta
czezcipan  bezas  7iha  "p€aJt/  bertambah  sebesar  Rp3.659.557.223,00

(tiga mi;ha;r enam ratus l:ira puhah sembi:lan juta the, rates li.rna pu.hah
tugivh ribu dua ratus dua puhah tiga rupiah) sehingBa menjaudi sebesar
Rp64.±99.575.223,00   |enam  puhah  empat   rrthidr  seratus   sembtlan

puluh sernbilan juta l;ina rchrs tutu:h prulirh tt:rra ri:bu d:ua rafurs  d;ua
puhah tkya "pha7D , yang terdiri atas:
a.   pendapatan bagi hasil; dan
b.   bantuan keuangan.
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(2)  Pendapatan bagi hasil sebagainana dimaksud pada  ayat (1) huruf a
semula  direncanakan  sebesar Rp52.500.000.000,00  ¢jrntz prhah dtta
mz.Z{czr Zfma rates jttcz ntpfa7t/ bertambah  sebesar Rp2.849.557.223,OO

(dun, mil:in;r delapan rafts empat puluh semELan juta I;ina rcifus ttma
puluh t\rfu:h ribu  dua ratus  dua pru,huh tiga rupin:h) sehi]ngg/a rmenjeHdi
sebesar Rp55.349.557 .223,00 {li:rna puluh ttma rwiha;r tiga ratus empat

pu,hah semhilan juta I;i,rna ratus tina puluh tugivh rtbu dua ratus dua
puhah tiga rapiah), yang terdiri darn..
a.   pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
b.   pendapatan bagi hasil bea balik nana kendaraan bemotor;
c.   pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
d.   pendapatan bagi hasil pajak air permukaan; dan
e.   pendapatan bagi hasil pajak rokok.

(3)  Pendapatan   Bagi   Hasil   Pajak   Kendaraan   Bermotor   sebagalmana
dimaksud     pada     ayat     (2)     huruf    a     direncanakan     sebesar
Rpl 1.000.000.000,00 /sebezas m#£ar "phah/.

(4)  Pendapatan   Bagi   Hasil   Bea   Balik   Nana   Kendaraan   Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf b direncanakan sebesar
Rp7 .000.000.000,00 (twgivh rndlier rupiah).

(5)  Pendapatan  Bagi  Hasil  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf c direncanakan sebesar
Rpl3.000.000.000,00 (tt.ga bezas m#i.cir "p].a7I).

(6)  Pendapatan Bagi Hasil Pajak Alr Permukaan sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (2)   huruf  d  direncanakan  sebesar  Rp4.000.000.000,00
(empat Tndinr rapiah).

(7)  Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf e semula direncanakan sebesar Rpl7.500.000.000,00 /fujLtJi
bctas     mELar     tina     ratus     fiLta     rupiah)     beTtaln.baLh     sebesar
Rp2.849.557.223,00  (duo mitinr detapcm ratus empat pwhA.h semhilen

juta ttma rafirs I;ina pulth tlrfu:h ribu dua rafus dua puluh tiga ruvianb
sehingga menjadi sebesar Rp20.349.557.223,00 (duo prhah m#har tr.ga
rtlrfus empat pu:lu:h sembilan juta li,rna ratus ti:rna pu.wh, tufu:h ri:bu dua
rafus dua puhih tiga rupdcth | .
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(8)  Bantuan  Keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b
semula  direncanakan   sebesar   Rp8.040.018.000,00   /de!czpcm   mt.Zjar
eTnpat  puhih  juta  delapcm  belas  r{ha  ru:pidh)  bertarhoah  se;besa:I
Rp810.000.000,00      |delapan  ratus  sapuhah  juita  rapiah)  sehingBaL
menjadi  sebesar  Rp8.850.018.000,OO  (dezapari  rndzar  czezapcm  rafus

ti;rna pu.hahjuta delapan belas ri.bu rupially .

Pasal 10

( 1)  I,aim-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3  huruf c  semula direncanakan  sebesar Rpl7.422.000.000,00

iou:juh belas rndinr empat ratus dun. puluh dun, juta ru;piah) bet:k\i:rELng
sebesar  Rp247.688.437,42  (dua  ratus  empat puhah turfuh juta  enam
rci;fas delapan puhah delapan ribu empat ra:fas tiga puhih tugiv:h ru;pidh
empat pttzzth dzta sen/ sehingga menjadi sebesar Rp 17.174.311.562,58

(tugivh belas miltar seratus tu.giv:h puhah empat juta tiga ratus  sebelas
ribu 1;ina ratus enam puhah dun "piah I:ina puhah deidpan sen), yang
terdiri atas:
a.   pendapatan hibah;
b.   dana darurat;
c.   pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada

fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ;
d.   lain-lain    pendapatan    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan

perundang-undangan.
(2)  Pendapatan  hibah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a

direncanakan sebesar RpO,00 /""Z/.
(3)  Dana   darurat   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   b

direncanakan sebesar RpO,00 (7Lz7zjz).

(4)  pendapatan  dana  kapitasi jaminan  kesehatan  nasional  (JKN)  pada
fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  (FKTP  sebagaimana  dimaksud
pada     ayat     (1)      huruf     c      semula     direncanakan      sebesar
Ftpl7.422.000.000,00  (turfuh belas rwitiar empat rafus  dua puluh dua

jutc{  "p€ah/ berkurang  sebesar  Rp247.688.437,42  /dtta  rtifus  empat
puluh ±u.ju:h juta erLam ronrs delapan puhih delapan ri:bu empat ratrs
tiga puluh tu±juh rupiah empat pu.hah dun. sex) sehingg:a rner\ia!di sebesar
Rpl7.±74.311.562,58(turfuhbctasmdiarserafirstwgivhpuluhempatjuta
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tiga ratus sebelas ri:bu tina roars Cram puhih duo rapiah I;i:un pruhah
delapan sen).

(5)  Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d direncanakan
sebesar RpO,00 (hihtl).

Pasal  1 1

Ar}ggaran    belar}ja    daerah    sep|u!a    direpcapakap    sebesar    sebesar
Rpl .196.009.ZOO.628,00  (safe triinn seratus sembilan puluh erram rwil±ar
semhilan  juta  duo  rafus  ri:bu  em;in  rafus  d:1".  pulirh  delapan  rapiah)
bertambah  sebesar  Rpl38.324.701.652.00  /serotus  tkya puhah  c!ekyan
rndar tiga rci;fas dua puluh empat juta turfuh ratus safu rtou enam raha
Z{.rna ptthah cztta "pl.aft) sehingga menjadi sebesar Rpl.334.333.902.280,00

(scrfutril;hantigaratrstigapuhiherrapatrndl±artigaratustigapulwhtigaju:±a
sembilan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh i,.upiah), yaLng terdi:ri ataLs..
a.   belanja operasi;
b.   belanja modal;
c.   belanja tidak terduga; dan
d.   belanja transfer.

Pasal 12

(1)  Anggaran  belanja  operasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   11
huruf a semula direncanakan sebesar Rp874.543.751.536,00 /dekyan
rchistugivhpuhihempatrrdiartimarafujsempatprfuht:igafuhatwgivhra:ha
tina puluh  sci;fu  ribu  limp  rahis  tiga pruhih  e:rirm'n  rupiah),  bertambah
sebesar Rp57.603.526.489,52  puma puluh twgivh Twilivr enam ratus tiga

juta  I;ina  rafus  dua  puluh  enam  ri:bu  empat  ra±us  delapan  pulwh
semb#an  "p{ah  Zfma  prhah  dra  sen)     sehingga  menjadi  sebesar
Rp932.147.278.025,52  (semrman ratus tiga puhih dua rwilinr serafus
empat puhih tujwh juta dua rchls tuju:h pwhj;h delapan ri,bu dua prulirh
tina rupiah tina puhih dua sen), yang terdr± alas..
a.   belanja pegawal;
b.   belanja barang dan jasa;
c.   belanja bunga;
d.   belanja subsidi;
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e.   belanja hibah; dan
f.    belanja bantuan sosial.

(2)  Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula
direncanakan  sebesar sebesar Rp525.126.938.166,00  #inci rtzfus chta

puluh I;ina  Twiltar  serafus  dua puluh  erLCLm juta  sembi;lan  ratus  tiga
puluh  delapan  ribu  serafus  era;in  puluh  erbam  rupiah)  bertan:bah
sebesaLr Rp7.480.406.322,52  {tugivh rndiar empat ratus  delapan puhah

juta erripat rcrfu.s erLam ri:bu tiga rates dua puluh dun. rapidh I;ina pulirh
drta se7i)  sehingga menjadi sebesar Rp532.607.344.488,52  ¢{ma rflfus

tiga pwhi:h duo rrdiinr  enam rchis tu.giv:h juta tiga rafus  empat pud:uh
empat ribu empat rafirs delapcm puhih dctapan rupiah 1;i;rna puluh dua
sen).

(3)  Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
semula direncanakan sebesar sebesar sebesar Rp231.218.453.470,00

(duo rchis tiga puluh scrfu. nil:inr duo rafus delapan belas juta empat
rafus l:ina pulth tiga rtbu empat ra:fas tuju:h pwhih ru;pidh.) bertarm:bah
sebesar  Rp66.701.910.527,00  (Cram  pruluh  e:ham  mfliar  turfuth  ratws
satu ju;±a  sernbtlan  rafus  sepu,hah  ri;bu  ttma  rchrs  dua  pu.hah tu,fu:h
rLtpzclh/  sehingga  menjadi  sebesar  Rp297.920.363.997,00  /thta  rofus

sembilan puhah tu±ju:h Tndinr sembha;n rafus dua pwhi.h juta tiga ratus
erram putuh tiga ribu seTnhi;lan ratus sembilan puluh tutu:h rupidh).

(4)  Belanja   bunga   sebagalmana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   c
direncanakan sebesar Rp 0,00 /in{7ziz/.

(5)  Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula
direncanakan   sebesar   RpO,00   /hfhiz/   bertambah   sebesar   sebesar
RPL70.190.000,00  (seratus  twfuh puhah juta serafus  semREan puluh
Jiha  "pi.czh/  sehingga  menjadi   sebesar  Rpl70.190.000,00   /serofus
tu,ju:h puluh juta serafus semhirdn puhih ribu nL:pidh).

(6)  Belanja hibah sebagalmana dimaksud pada ayat (1)  huruf e  semula
direncanakan  sebesar  Rpl 18.138.359.900,00  /sertzfus  czezapcm  bezas
rndlinr serafus tiga pnduh delapan froa tiga rafus ttma pulwh semhi,ran
n.ha sem"czn ratus  "p€ah/ berkurang sebesar  Rpl6.744.580.360,00

(enam  balas  rndinr  tuju:h  ratus  empat  prulirh  empat  fula  tt:rna  rarfurs
delapan putwh ri:bu tiga rates era;in puluh ru:pidh) schingg/a menjedi
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sebesar Rpl 01.393.779.540,00 /serofus scitr m£Zhar t{ga rtzfus semb#cm

pufu:h tiga juta tu.ju:h rcrfurs t\rfu:h pwh:h sernhilan ri;bu I:ina ra:fas empat
pulwh"pidh).

(7)  Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf f
direncanakan   sebesar   Rp60.000.000,00   /enam  pzthah  ritfa   "pzah/
berkurang   sebesar   Rp4.400.000,00   (erxpcat  jtfa  erxpat  ratrs   r{ha
"pz.a7l)  sehingga  menjadi  sebesar  Rp55.600.000,00  (Zz.rna pzthah  !z.rna

juta erLam ratus ribu ruplanb .

Pasal 13

(1)  Anggaran  belanja  pegawai  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12
ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp525.126.938.166,00

Q;ina ra:fas dua pu.hah li;rna milin;r serafus dua pu,hah erLam juta sembilan
rcrfus  tiga  pruhah  dalapan  ribu  serafus  ertam  pu,hah  ertci,in  rapidh)
bertalnbah   sebesar   Rp7.480.406.322,52   (fujth   mj!i.ar  empaf  rtzttJs
dezapcm piu.hah juta empat rafus era;in ribu tiga ra;fas dua putuh dua
rztpzah      Zt.rna     pzthah     drcL     sen)      sehingga     menjadi      sebesar

Rp532.607.344.488,52  ftina rates tiga puluh dua mitier era;in ratus
tujuh juta tiga ratus empat puhih empct rt:bu empat rafus detapan puluh
dezapan rupiah l:ina puluh dua sen), yang terdfri alas..
a.   gaji dan tunjangan ASN;
b.   belanja tambahan penghasilan ASN;
c.   tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obje]ctif lainnya

ASN;

d.   belanja gaji dan tunj.angan DPRD;
e.   belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
f.    belanja  penerimaan  lainnya  pimpinan  DPRD  serta  KDH/WKDH;

dan
9.   belanja pegawai BLUD.

(2)  Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
semula direncanakan sebesar Rp379.648.831.196,00 (trya rclfus fujzth

pulwh sem,bilan mmar erLam rafirs empat puluh delapan froa delapan
rafus  tiga  prulith  safe  ri:ha  serafus  sembham  pwhi:h  erram  rapich)
bertambah  sebesar  Rpl62.125.541,52  (sertrfurs  enam pwhah dra givfa
serci;ha dun pulirh li;rna ri:bqi tt:in ratus ernpat pwhih safe ru;pidh ttma
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puhah dra sen) sehingga menjadi sebesar Rp379.810.956.737,52 (tfga
rafus tujuh puluh semhilen "iha;r delapan ratus sepwhj,h juta semELan
rafus ttma puluh era;in ri:bu t\rfu:h ra;fas tiga piuhih tu.juh ru;piah I;i,rna

pulirh dua sequb .

(3)  Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf b  semula direncanakan  sebesar Rp21.490.157.000,00  /tinci
pulirh satu rriha;r empat ratus sembilan puhah juta seratus I:ina puluh
fujLth n.btt mpi'cih/ bertambah sebesar Rpl.274.398.532,00 (safu m{Zzcir

d;ua rafus tuju:h puluh ermpat juta tiga rates sembitan puluh delapcm
ribu  ttma  ratus  tiga  pu,hah  dua  ru;piah)  se:hingg;a  rn:enj&di  sebesar
Rp22.764.555.532,00  (dua pru,hah dua rriha;r turfu:h rates  enam puluh
empat juta I;i.rna ratus l;ina puhih ttma ribu I;ina rafus tiga puhah dua
rapiah).

(4)  Tambahan  penghasilan  berdasarkan  pertimbangan  objektif  lainnya
ASN    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1)    huruf   d    semula
direncanakan  sebesar Rp98.496.939.630,00  /semb#cin plthah c!ezapart
i"i;ha;r errapat  rafus sembtlan puluh enam fu:to semhilan rahJs tiga putuh
sembha;n  ribu  enam  rcrfurs  tiga  puhah  ru:pink)  bertanbab   se:besar
F`p6 .254 .508.249 ,00 (era;in rndinr dua ratus tt:rna pnduh empat f roa tina
rafus detapcm ribu dua rc[fus eTnpat pul:uh semREcm rupiah;) sehingga
menjadi  sebesar  Rpl04.751.447.879,00  /sertrfus  empat  m{!€ar  fujtth
rafus I;ina puluh sati, fu±a ermpat rafus empat pwhi:h tuju:h riha detapan
rafus tujuh puluh sembilan rapiah).

(5)  Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf e  semula  direncanakan  sebesar  Rpl3.031.689.700,00  /Hga
belas wiltar tiga puluh satu juta errs;in ratrs delapan puluh semhilan
riha fujth rtzfus "pi.ah/ bertambah sebesar Rpl 50.005.000,00 /senafus
tima   puhah   juta    ttma   ribu   rupiah)   sehingg;a   meniErd±    sebesar
Rpl3.181.694 .loo,00 (tiga bends Triha;r seratus delapan puhah safe juta
erLam ra:fas sem.hiha;n pu:hi:h errapat ri:bu ttrfu:h ratrs ru:pinhib .

(6)  Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp205.513.084,00 /duo
ra;rfus I;ina juta I;i;rna ratus tiga beids ri:bu delapan pulwh empat ruviah)
berkurang  sebesar  Rp39.527.000,00   /trycz pttztth  sembfzclri jwta  Zjmcz
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rafts   dua   puhah   tugivh   ribu   rupiah)   sehinggia   rnen3audi   sehesar
FapL65.986.084,00   (seratus  enam  puluh  I;ina  juta  semhilan  ratus
delapcm pu,hah Cram ri:bu delapan pwhi:h empat rupiah).

(7)  Belanja   penerimaan   lainnya   pimpinan   DPRD   serta   KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf g semula direncanakan
sebesar Rp818.880.000,00  (delapan rafts delapan belas juta delapcm
7ic{fus czezapcln pttztth n.ha ntp{.ah/ berkurang sebesar Rp 110. 880.000,00

(serafus   sepwhj.h  juta   delapan  rafus   deidpan  puluh  ribu  rupiaH4
sehingga menjadi sebesar Rp708.000.000,00 /froj[th rafus c!ezqpan jztta
rapiah).

(8)  Belanja pegawal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
semula  direncanakan   sebesar  Rpl 1.434.927.556,00   /sebezas  m{.Zi.czr

ermpat ra;fas tiga pu.hah ernpat juta sembi:lan ratrs dua puluh tu.ju:h ri.bu
l:ina     ratus     I:ina    puluh     exam     rupiah)    beTtaln.bah     schesa:I
Rp210.224.000,00 (dua rafus sapruluh fu±a dua rates dua pruluh empat
riha  "p€ah/  sehingga  menjadi  Rpl 1.224.703.556,00  (sebezas  mjzfar
dua ratus dua puluh eTrapat juta tlrfu:h rafus tiga r{bu l;ira ratis ti,rna

pwhih enam rupialtb .

Pasal 14

(1)  Belanja barang dan jasa sebagalmana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1)    huruf    b    semula    direncanakan    sebesar    sebesar    sebesar
Rp231.218.453.470,00  (dua  ratus  tiga puluh  safro  mthar  dua  ratus
dezapan betas juta eiapat rafus l:ina pulirh tiga ribu empat ra:tws tirfu:h
pufuh "phafo/ bertambah  sebesar  Rp66.701.910.527,00  /enam pttfuh
ertam  mitin:r t\rfu:h  rchrs  scrfu. juta  semhi;ham  rafus  sepulLLh  ribu  ti:rna
rtztus     dra    pzthah     fujzth     mpz.ah/     sehingga     menjadi     sebesar
F€p297 .920 .363 .997 ,00 (dua ratus semhiha;n puhih tugivh rwi:ha;I sembha;n
ratus duo puhih juta tiga rates era;in puhoh tiga ribu serr.hilan rates
semhi:ham puhih tuju:h ru;pidh), yang t:ediri aha:s..
a.   belanja barang;
b.   belanjajasa;
c.   belanja pemeliharaan;
d.   belanja peljalanan dinas;
e.   belanja   uang   dan/atau  jasa   untuk   diberikan   kepada   pihak

ketiga/ pihak lain / masyarakat;
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f.    belanja barang danjasa BOS;

9.   belanja barang danjasa BOK puskesmas; dan
h.   belanja barang danjasa BLUD.

(2)  Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula
direncanakan sebesar Rp Rp31.100.471.430,00 (tryc{ ptthah safu mt.Z{.c{r

serafus juta empat ratu.s tu!ju:h prulirh satA. rtbu empat rafus tiga puluh
7ttpjah/  bertambah  sebesar  Rp5.872.999.527,00  #{.rna  mt.Zjar dezcipart

rafus tugiv:h put:uh dua juta sernhilan ratus semhilan puluh sembtlcm ribu
ttma   rafus   dua   puhah   tuijuh   rupiah)   sehingga   menjaLdi   sebesar
Rp36.978.471.340,00  (tiga  pruhah  erLam  rrtflinr  sembtlan  rates  tujuh

puluh delapcm juta empat ratus tufu:h puhih scrfu, ribu tiga rafus e"pat
puhih rapiah).

(3)  Belanja jasa  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  semula
direncanakan  sebesar  Rp75.924.591.004,00  /atfrh pztzzth  Zfma  nd!z.ar
sembha;n ratus dua puluh empat juta ttma ra;fas semhi;lam puhih satu
rfbzt empat mp{ch/ bertambah sebesar Rp2.678.707.840,OO /dra m€!jar
erLam rafus tu,;ju:h pndirh delapcm juta tu,ju:h rafus tufri:h ribu dalapan
rcztzts       e7xpat      p'zthah      "pt.ah/      sehingga      menjadi       sebesar
Rp78.603.298.844 ,00  (tugivi:h puhoh, delapan mflinr eram Tatrs tiga juta
dua  rcl;fas  sembi.lan puluh  delapan  riha.  delapan  rates  eTTipat puhah
empat nLpiah).

(4)  Belanja pemeliharaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c
semula  direncanakan  sebesar  Rpl0.798.591.400,00  /sepuzuh  m{Z€ar
tu.ju:h rafus semREan puluh derdpan ju:to ttma rafus sembtwn pwhl:h scrfu,
n.ha empat rattts "pzah/ bertambah sebesar Rp3.998.653.791,00 /tigci
rwiliar  sem.bham rcrfurs  sem,bilan puluh delapan juta e:ra;in ratus  ttma

pulwh  tiga  ribu  tujuh  rafus  semREan  puluh  scrfu  ru:piah)  schingga
menjadi sebesar Rpl4.797.245.191,00  /erxpat bezas mu.Zt.clr fugivh rtrfus

semhihan puhih dyu:h juta dua rafus  ermpat puluh I;ina ribu  serafus
semhiha:n piu.hah sati. rapich).

(5)  Belanja peljalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d  semula  direncanakan  sebear  Rp47.080.513.102,00  /empat ptthah
tufuh rrtmar delapan puluh juta I:ina rafus tiga bctas ri.bu serafus dua
"p..ch/ bertambah sebesar Rp 13.330.715.177,00 /tr.gci bezas mfzjar ftycz
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rafus tiga puluh juta tlrfu:h rafus tt:rna belas ri;bu serafus tu.givh puluh
trtgivh  xpl.ah/  sehingga  men].adi  sebesar  Rp60.411.228.279,00  /enam

puluh mitinr empat ratus sebehas juta d;ua rafurs chLa pruhih delapan tit)u
dua ratus tu.f rih puluh sernbtlan ru;pick;).

(6)  Belanja   uang   dan/atau   jasa   untuk    diberikan    kepada   pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  ( 1)
huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.933.180.215,00 ¢{.rna m{.Zi.ar

sernhilan ratus tiga pud:uh tiga juta serchrs  delapan puluh ribu dua
rafus Zimci bezas "pZczh/ berkurang sebesar Rp 176.530.098,00 /sertzfus

tuju:h  puhih  erram  ju:ia  tt:rra  rates  tiga  pwhi:h  ribu  sembha;n  puluh
c{e!capan  "pi.a7l/  sehingga  menjadi  sebesar  Rp5.756.650.117,00  ¢i.mtz

rndlrdT tu,giv:h rafus  l;ima puhah ertam juta  enam ratus  l.i;rna pulirh ribu
sera;fas tuju;h batas ru;pinh:).

(7)  Belanja barang dan jasa BOS  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)
huruf  f,   semula   direncanakan   sebesar   RpO,00   /hihiz/  bertambah
sebesar  Rp28.204.640.981,00  /dtta puhah  c!e[apan  m£Z€ar  dra  mafus
empat juta enrm, rafus empat pu,hah ribu. sernbtla;n rafus dehapan putuh
sczfu  "p{ah/  sehingga  menjadi  sebesar  Rp28.204.640.981,00   /duo

puluh delapcm milinT dua ratus empat juta era;in ratus empat puluh ribu
sembtlan rctws deidpan pu.hah scrfuL Tapicth).

(8)  Belanja  barang  dan  jasa  BOK  puskesmas  sebagaimana  dimaksud
pada     ayat     (1)      huruf     g,      semula     direncanakan      sebesar
Rp2.611.342.970,00  (dua  rn;itinr  erLci;in rates  sebelas juta  tiga  ratus
empat puhih dua r{bu sembha;n rafus tu.rfui:h pulirh ru;pidh) beckurang
setoesar RF>1.830.763.796 ,00 (sate ndtiar detapan rafus tiga puluh juta
tu,ju:h ratus  enam puluh tiga rtbu tu,givi:h rafus  sembilcm puluh  erram
"pi.czh/   sehingga   menjadi   sebesar   Rp780.579.174,00   /trtgivh   ratus
dezapan puluh juta l;i,rna ratus tufuh puluh sembirdn ri,bu serafus tu.givth

pulirh empat rapiah).
(9)  Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf  h  semula  direncanakan  sebesar  Rp57.769.763.349,00   fll.rna

puluh tugivJ:h rn;diar tutu:h ratus era;in puluh sembtlan juta tujuh rcrfurs
erram  puhih  tiga   ri,bu   tiga  rates   empat   pu.hah   sembha;n   ru:pin;h)
bertanbah  sebesar  Rpl4.618.486.722,00  /empat  bezas  i".Zjar  eJiclm
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rafus delapan belas juta empat ratus delapcm puhih eram ribu tirfu:h
rczfus     chacz     puzuh     chaa     "p{ah/     sehingga     menjadi     sebesar
Rp72 .388.250 .071,00 (twgivi:h puhih duo nil:ivr tiga rates dezapan putuh
delepcm juta dua ratus ttma puluh riha. tirf u:h puhih sarfu. ru;piah).

Pasal 15

( 1)  Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
b  semula  direncanakan  sebesar  Rpl53.415.089.092,00  /serutus Z].mti

puluh tiga wi:lint empat ratus li;rna bctas fu:±a dehapan puluh semhiha,
ribu      seTnbilan      puhah      dua      rupinrty,      beTtanbah      sebesar
Rp80.221.175.162,48 (delapan puluh milinr cha. ratus dua puluh safe

juta  seratus  tugiv:h puluh tt:rna  r{bu  seratus  errs;in puhah  dua  ru:pidh
e77xpat      pzthah       c!ezqpcm       seri/       sehingga       menjadi       sebesar

Rp233 .636 .264 .254 ,48 (dua ratus tiga puluh tiga rn;thor enam ratrs tiga

puluh er\n;in juta dua rates erram pulirh empat ribu ctua ratus ttma puluh
empat rupicth empat puhah delapan sen), yang terdiri alas..
a.   belanja modal tanah;
b.   belanja modal peralatan dan mesin;
c.   belanja modal gedung dan bangunan;
d.   belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.   belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.    belanja modal aset lainnya.

(2)  Belanja modal  tanah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a
direncanakan sebesar RpO,00 /in.Jnd/.

(3)  Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana  dimaksud pada ayat
(1)  huruf b  direncanakan  sebesar  Rp22.479.557.426,00  /duo ptthah
dua rnd:her empat rcrfu.s tirfu:h puluh semhi;lan juta li,rna rafus li;rna pu,hah
tujuh ribu ernpat ratus  dua puhah enan, rupidh) beftarnbah  setoesar
Rp8.460.884.632,48  (delapan  rwitiar  empct  rates  enam  puhah  juta
delapan ratis delapan puhih em;pat ri:bu. era;in rctws tiga puluh duo
"pt.cih    e„apat   prhah    czehapan    sell/    sehingga    menjadi    sebesar
Rp30.940.442.058,48  ftiga pu.hah mmar sembilan ratus  empat puluh

juta  empat  ratus  ernpat  pwhlh  dua  ri:bu  tt:inn puluh  delapan  ru:pidh
ermpat puluh delapan son).
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(4)  Belanja  modal  gedung dan bangunan  sebagalmana  dimaksud pada
ayat  (1)  huruf  c  direncanakan  sebesar  Rp77.508.023.038,00  /frojuh

puluh tu.givA:h wilin;T tina rafus delapan juta duo puluh tiga ri;bu tiga puluh
c!e!apan  "phah/  bertalnbah   sebesar  Rpl 1.335.018.847,00   /sebezc!s
in;i:linr tiga ratus tiga puluh li.rna juta derdpan bctas ribu deidpcm Tutus
empat      puhah      tugivh      napiah)      sehingga      menjadi      sebesar
Rp88.843.041.885,00  (delapan  puhah  delapcm  rwilrdr  detapcm  rafus
empat puluh tiga juha empat pul;uh schi ribu dalapcm rafus  delapan

pulirh li;rna rupidh;).

(5)  Belanja  modal  jalan,  jaringan,  dan  irigasi  sebagainana  dimaksud
pada     ayat      (1)      huruf     d      semula     direncanakan      sebesar
Tap53.L92.508.628,00  ftina pu.hah tiga rriliar seratus  sembi:lan puluh
dua juta l;ina rcrfus dalapan ribu enam rafus dua pnduh delapan nL;piah)
bertambah sebesar Rp54.778.210.072 ,00 ¢{ma pithah erxpcrf m#har trjLih

ratus tu,ju:h pu.hah dalapcm juta dun. rcrfuLs sepuluh ribu tu,giv:h pu.hah dua

mpt.ah/   sehingga   menjadi   sebesar   Rpl07.970.718.700,OO   /serofus
tujuh nil:iar sembil,an rafus tu±ju:h pulth fiata tu:ju:h ratus delapan behas
r{bu tugiv:h ratus ru;pidh).

(6)  Belanja modal  aset  tetap  lainnya  sebagalmana dimaksud  pada ayat
( 1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp20.000.000,OO /dwa pufuJi
jztta mpz.aJi/ bertambah sebesar Rp5.499.061.611,00 q{ma m{ZZczr empat
ratus sembha;n puluh sernbilan juta erram puhah scrfu, ribu ertam ratus
sebezas  mp{ah/  sehingga  menjadi  sebesar  Rp5.519.061.611,00  q{ma

rhilin;r tt:rra rafus semhilcm bctas juta erbam puluh safe ribu enam ratus
sebalas rapidh).

(7)  Belanja  modal  aset  lainnya  sebagaimaria  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf f,  semula direncanakan  sebesar Rp215.000.000,OO  /dtta rtrfus
Z{ma be!as jufa "p{.ah/ bertambah sebesar Rpl48.000.000,00 /sertztus
empat   putuh   delapan   juta   rupiah)   sehingga   meniadi    sebesar
Ftp363 .000 .000 ,00 (tiga rafus Cram pruluh tiga ju:to rupidh.).
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Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1 1
huruf c semula direncanakan sebesar sebesar Rp5.000.000.000,00  q{ma
m{f{czr   "pja7l/  bertambah   sebesar   Rp500.000.000,00   qz.rna   ntztrs  jzAfa

mpzah/  sehingga  menjadi  sebesar  Rp5.500.000.000,00  q{ma  mizhar  #ma
rctha f rota apidh).

Pasal 17

(1)  Anggaran  belanja  transfer  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   11
huruf d semula direncanakan sebesar Rp 163.050.360.000,00  /sematus
era;in puhih tiga miti;ar li:rna pwhl;h juta tiga ra;fas era;in puhih ri:bu, rupiah),

yang terdiri atas:
a.   belanja  bagi  hasil  pajak  daerah  kabupaten  kepada  pemerintah

desa;
b.   belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah

desa;

c.   belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa;
dan

d.   belanja  bantuan  keuangan  khusus  daerah  kabupaten  kepada
desa.

(2)  Belanja bagi basil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagalmana
dimaksud     pada    ayat     (1)     huruf    a,     direncanakan     sebesar
Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan pu.hah juta ru:piah).

(3)  Belanja    bagi    hasil   retribusi    daerah    kepada    pemerintah    desa
I   sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  huruf b  semula direncanakan

sebesar Rp920 .000 .000 ,00 (semELan ratus dun pwlu:h juta rupiah).

(4)  Belanja  bantuan  keuangan  umum  daerah  kabupaten  kepada  desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c  semula direncanakan
sebesar  Rp61.645.547.000,00   (ermm  j7Ithah  scrfu  m£Z€ar  enczm  rattts

ernpat puluh ttma juta 1;ira ratus em;pat pu,huh tugivh ribu ru;piahib .

(5)  Belanja  bantuan  keuangan  khusus  daerah  kabupaten  kepada  desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf d semula direncanakan
sebesar  Rpl00.204.813.000,00  /serotrs  m#har dra  rcifus  expat jLifa
dalapan ratus tiga tiga belas riha ru:pidh).
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Pasal 18

Anggaran  Pembiayaan  Daerah  semula  direncanakan  sebesar  sebesar
Rpl .583 .543 .628,00 (satu, milinr uma rafus delapcm puhJh tiga futa tina ratus
empat puhih tiga riha  enam rates  dun, puhah dalapan ru:pidh) bertam.bah
sebesar Rpl46.828.578.000,42  (seratits erripat ptthah enam m£Zi.ar c!ezqpan

rahis dua puhih delapan juta l;ira ratis tuju:h puhih delapcLn ribu ru;pidh
empat puhah d"a se7i),  sehingga menjadi  sebesar Rpl48.412.121.628,42

{serafus eTnpat puhih dezapan Trtiha:T empat ratus duo bctas juta serafus
dua puluh scrfu. ri:bu erram ratus dua pu.hah delapcLn rupiah ernpat puluh
cztta se7i), yang terdiri atas:

a.   penerimaan pembiayaan; dan
b.   pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

(1)  Anggaran   penerimaan   pembiayaan   sebagaimana  dimaksud   dalam
Pasal  18  huruf a  semula direncanakan  sebesar  Rpl.583.543.628,00

(safe. milin;I tt:rra rafus delapa;n puhih tiga froa tt:rra rchrs empat puhah tiga
ribu   enanr  ratrs   dun,  puhih  defapan   njpia:ky  bertambab   sebesar
Rpl46.828.578.000,42   (serafiis  empat  puhah  era:in  rwilidr  detapan
ra;fas  duo  puluh  delapa.n ju:ha  I;ina  rcrfurs  tu.±fu:h puluh  delapan  ribu
"pi.ah     empat    pttztth    cfua    sen),     sehingga     menjadi     sebesar
Rpl48.412.121.628,42   /semaflts   erxpa€  pttfuh  dezczpczn   mi.Z{ar  empaf

rafus dua balas juta seratj,s dua puhah sati, ri.bu enam rates dua puluh
delapan rapidh empat pnduh dua sen), yang terdiri alas..
a.   sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b.   pencairan dana cadangan;
c.   hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d.   penerimaan pinjaman daerah;
e.   penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f.    penerimaan    pembiayaan    lainnya    sesuai    dengan    ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2)  Sisa   lebih   perhitungan   anggaran   tahun   anggaran   sebelumnya

sebagalmana dimaksud pada ayat (1)  huruf a semula direncanakan
setoesar: Rpl.583.543.628,00  (sail ndhiar ttma rafus delapan puluh tiga
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juta tina rafus  empat puhih tiga rtbu, era:in rafiis  dra puhih delapan
"phah/   bertambah   sebesar   Rpl46.828.578.000,42   (senrfuts   erxpa£

puluh enan. rrtitinr detapan rafus  dun, puhih delapcm juta tt:rna rafus
tu,givh  pul:uh  dctapan  ribu  rupiirh  empat  puhih  dua  serb,  sefring8a
menjadi sebesar Rpl48.412.121.628,42 (serofus empaf pttfuh c!ezapcm

rniliar errLpat rafus dua belas fu±a serafuis dua puhah safe ribu erLam
ratus dua puluh delapcm ru:pidh eTnpat puhih dua se"D .

(3)  Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf
b direncanakan sebesar Rp 0,00 /injh#/.

(4)  Hasil   penjualan   kekayaan   daerah  yang  dipisahkan   sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 /".hit/;

(5)  Penerimaan  pinjaman  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 /nzJizz/.

(6)  Penerimaan    kembali   pemberian    pinjaman    daerah    sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 /hihiz/.

(7)  Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf f
direncanakan sebesar Rp 0,00 /hifu.I/.

Pasal 20

(1)  Anggaran  Pengeluaran  Pembiayaan  sebagainana  dimaksud  dalaln
Pasal   18  huruf  b  direncanakan  sebesar  RpO,00  /".fu.I/  bertambah
sebesar  Rp3.000.000.000,00   /trya  mjzjcir  "phah/  sehingga  menjadi
sebesar Rp3.000.000.000,00 /trya melt.ar "pi.ah/, yang terdiri atas:
a.   Pembentukan dana cadangan;
b.   Penyertaan modal daerah;
c.   Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo;
d.   Pemberian pinjaman daerah; dan
e.   Pengeluaran    pembiayaan    lainnya    sesuai    dengan    ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2)  Pembentukan  dana cadangan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 /hiJriz/.

(3)  PenyertaLan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b  semula  direncanakan  sebesar  Rp  0,00  /".h£Z/ bertambah  sebesar
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Rp3.000.000.000,00   /ftya  m#har  rt+pr.ah/  sehingga  menjadi   sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga rmitidr rupiah)..

(4)  Pembayaran  cicilan  pokok  utang  yang  jatuh  tempo  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 /n€fu.I/;

(5)  Pemberian  pinjaman  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 /nihiz/.

(6)  Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf e
direncanakan sebesar Rp 0,00 /hihiz/.

Pasal 2 1

( 1)  Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah          mengakibatkan          telj adinya          (defisit)          sebesar
Rpl45.412.121.628,42  /serofus  empat puhah  Zt.rna  m€Zt.tzr empat  rafus

dua belas froa seratus  dua pu.hah safu ribu enam rafus  dua puluh
delapcm npiah empat putwh dua sex) .

(2)  Pembiayaan  netto  yang  merupakan  selisih  penerimaan  pembiayaan
terhadap  pengeluaran  pembiayaan,   semula  direncanakan  sebesar
F`pL .583.543.628,00  (safu. mflai. ttma ratus dchpan puhih tiga f roa tt:rna
rafus  empat  pruhih  tiga  ri:bu  enam  ra:fas  chia  puhih  delapan  rapiah)
bertanbah  sebesar  Rpl43.828.578.000,42  /serrfurs  e77xpat ptthah tl.ga
rwi:lint delapan rclfus dua derdpan juta ti:rna ratus tirfu:h puhah delapan
r£Z"   "p{ah   empat   prhah   dra   se7i/,   sehingga   menjadi   sebesar
Rpl45.412.121.628,42  /serafus  eapat prhah  Z{ma  mi.Zhar erxpat  rtitrs

duo belas juta  sercrfus  duo pwhi:h safe ribu e:ra;in ratis  dua puluh
delapcm rapiah empat puluh dua sen).

Pasal 22

Uraian   lebih   lanjut   APBD   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2,
tercantum  dalam  Lampiran  yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
1. Lanpiranl       Ringkasan    Penjabaran    APBD    yang    Diklasifikasi

Menurut   Kelompok,    Jenis,    Ot)jek,    Rincian    Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Ijanpiran ll      Penjabaran   APBD   Menurut   Urusan   Pemerintalan
Daerah,  Organisasi,  FTogram,  Kegiatan,  Sub  Kegiatan,
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Kelompok,  Jenis,  Objek,  Rincian  Objek  Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran Ill     Daftar Nana Penerima, Alalnat Penerima dan Besaran
Hibah;

4. Lampiran IV     Daftar Nalna Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Bantuan Sosial;

5. Lampiran V      Daftar Nana Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Bantuan    Keuangan    bersifat   umum    dan    bersifat
Thusus;

6. Lampiran VI     Daftar Nana Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

7.Iianpiran VII     Rincian   Dana   Otonomi   Khusus   Menurut   Urusan
Pemerintahan Daerah,  Organisasi,  Program,  Kegiatan,
Sub Kegiatan,  Kelompok, Jenis,  Objek,  Rincian  Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. I,ampiran VIII  Rincian  DBH-SDA  Pertambangan  Minyak  Bumi  dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas  Bumi   Menurut  Urusan   Pemerintahan   Daerah,
Organisasi,     Program,     Kegiatan,     Sub     Kegiatan,
Kelompok,  Jenis,  Objek,  Rincian  Objek  Belanja  dan
Pembiayaan;

9. Lampiran lx    Rincian Dana Tambahan lnfrastuktur Menurut urusan
Pemerintahan Daerah,  Organisasi,  Program,  Kegiatan,
Sub  Kegiatan,  Kelompok,  Jenis,  Objek,  Rincian  Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

10. Ijanpiran x   Sinkronisasi  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  pada
Daerah  Perbatasan  dalam  Rancangan  Perda  tentang
APBD   dan  Rancangan  Perkada  tentang  Penjabaran
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23
Lanpiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 24
Pelaksanaan  penjabaran  APBD  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  ini
dituangkan  lebih  lanjut dalaln dokumen pelaksanaan  anggaran  satuan
kelja perangkat daerah sesual dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasa] 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan8kan.
.Ai=ar     setiap    era?+-8    HTLerit8e+=aiTL..,-L2+iF.ya,     memerin*tahkair&    perigund`arL8arl-

Peraturan   Bupati   ini   dengan   penempatannya   dalam   BeritaL   Daerah
Kabupaten Tana Toraja.

Dice+rfephan di, Makals-

Diundangkan di Makale


